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Transformasi politik penting dari era otoritarian ke demokrasi 
menghadirkan berbagai fenomena baru di masyarakat Indonesia. 
Desentralisasi, otonomi daerah, pemilihan presiden dan kepala 
daerah langsung, merupakan beberapa wujud positif yang di hadirkan 
era demokrasi. Namun pada saat yang sama, belum terwujud secara 
luas kedekatan energi besar mesin pembangunan dengan masyarakat 
akibat semakin berlikunya proses politik'. Ini merupakan sisi negatif 
demokrasi yang harus dihadapi saat ini. Bahkan meluasnya korupsi, 
termasuk money politics menjadikan demokrasi dipertanyakan. 
Buku ini membantu kita memahami proses transisi dan konsolidasi 

demokrasi di Indonesia. 
—Dr Arie Setiabudi Soesilo MSc, Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 


Penulis menyadari sepenuhnya gejolak demokrasi yang saat ini 
sedang berlangsung di Indonesia. Buku ini secara utuh memberikan 
pandangan yang jelas, khususnya terkait pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. 
—Robert Endi J aweng, Direktur Eksekutif Komite 
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 


Buku tentang “demokrasi muka dua' ini—atau menurut istilah 
Warren duplicity democracy—dengan cerdas membedah persoalan 
pemilihan kepala (Pilkada) di Indonesia. Relasi di antara kelompok- 
kelompok kepentingan dalam proses demokrasi tersebut sangat 
dipengaruhi oleh penguasaan mereka atas sumber daya lokal yang 
kerap dimanfaatkan untuk meredam tekanan yang muncul. Hal ini 
secara detail dijelaskan oleh penulis melalui telaahnya terhadap 
praktik Pilkada di Indonesia. 
—Made Suwandi PhD, Anggota Komisi Aparatur 
Sipil Negara 
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Pilkada merupakan proses yang dilewati bangsa ini. Kadang ada 
dampak-dampak tak terduga dari proses pemilihan langsung oleh 
rakyat. Namun demokrasi memang memerlukan jalan panjang dan 
kadang 'ada korban'. Rakyat telah menggunakan haknya, tinggal 
pemenang melaksanakan kewajibannya. Bahwa ada yang perlu 
diperbaiki dalam pelaksanaan Pilkada memang merupakan keharusan. 
Namun perlu digarisbawahi, pengelola uang rakyat sebaiknya 
mendapat mandat dari rakyat. 

—H. Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur J awa Timur 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 


Lingkup Hak Cipta 
Pasal 1 


Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 


sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Ketentuan Pidana 
Pasal 113 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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PENDAHULUAN: 


1/ Tahun Demokrasi 
Indonesia 


demokratis ketika gerakan Reformasi melanda di tahun 

1998, ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru di ba- 
wah kekuasaan Soeharto. Tuntutan luas masyarakat, maha- 
siswa, dan tokoh-tokoh Reformasi mendorong perubahan 
sosial politik. Mereka menekan legislatif untuk melakukan 
amandemen konstitusi serta mengeluarkan berbagai produk 
undang-undang yang mendukung kebijakan demokratisasi 
dan desentralisasi. Hasil amandemen UUD 1945 mendorong 
pemilihan presiden dan wakil presiden melalui mekanisme 
“satu orang satu suara” (one man one vote), menggantikan 
tradisi musyawarah mufakat melalui fraksi-fraksi sebagaimana 


| NDONESIA memasuki babak baru kehidupan yang lebih 
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terjadi selama pemerintahan Presiden Soeharto.! Kali pertama 
mekanisme baru tersebut diterapkan, Abdurrahman Wahid dan 
Megawati menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka terpilih 
melalui parlemen baru hasil perubahan UU paket politik, salah 
satunya mengatur tentang partai politik dan menjadi instrumen 
regulasi peserta Pemilu 7J uni 1999.2 

Setahun seteah kejatuhan Soeharto, reformasi institusional 
politik yang diperankan Presiden Habibie menjadi tonggak 
awal proses demokratisasi di Indonesia. Perubahan signifikan 
sistem kepartaian dan sistem Pemilu berimplikasi pada fungsi 
legislatif di parlemen serta hubungannya dengan presiden 
dan kepala daerah di eksekutif. Eksistensi partai politik dan 
fungsi-fungsinya dalam mendinamisasi masyarakat menjadi 
motor penggerak utama demokratisasi di arena Pemilu secara 
bebas tanpa lagi dibatasi dan dikooptasi negara.? Partai 
politik tumbuh dan berkembang dalam sistem multipartai 
yang didukung oleh reformasi institusi dan berbagai produk 
UU Partai Politik yang mendorong percepatan demokratisasi 
pasca-Orde Baru.“ Partai-partai politik mengantarkan kader- 


1 Amandemen pertama UUD 1945 dalam Sidang Umum MPR RI 19 Oktober 
1999 banyak mengubah pola kekuasaan negara dan pemerintahan. 
Mengubah tata cara pemilihan presiden dan mengatur masa jabatannya, 
sementara kekuasaan legislatif memperoleh porsi besar dalam hal fungsi 
dan kewenangannya. 

2 UU No. 2/1999 tentang Partai Politik mengakomodasi sistem multi partai 
pertama setelah Pemilu 1955 yang diikuti 48 partai politik pada Pemilu 7 
Juni 1999. Parlemen baru hasil representasi multipartai memiliki fraksi- 
fraksi juga sebagaimana di parlemen sebelumnya, namun hak dan aspirasi 
anggota diberi otoritas dalam hal memilih presiden dan wakil presiden. 

3 Sejak Orde Baru berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975 dan diubah menjadi 
UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sampai 31 
Januari 1999, jumlah partai dibatasi hanya dua, yaitu PPP dan PDI dan satu 
Golongan Karya dengan menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. 

4 UU No. 2/1999 tentang Partai Politik telah melahirkan 48 partai politik 
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kader mereka ke parlemen sebagai representasi yang me- 
nyuarakan aspirasi dan mengartikulasikan kepentingan rakyat 
berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. 

Di tingkat lokal atau daerah, instrumen UU No. 22 Tahun 
1999 mendorong percepatan demokratisasi parlemen dalam 
memilih kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun ka- 
bupaten/ kota.? Perubahan ini tentu memperoleh dukungan ma- 
syarakat di daerah-daerah, karena selama ini gubernur, bupati, 
dan walikota selalu saja merupakan “kiriman” dari pusat yang 
memiliki latar belakang sosiologis ABRI, birokrat, dan Golkar 
(jalur ABG). Adanya UU baru ini telah mendorong bangkitnya 
tokoh-tokoh lokal untuk tampil menjadi pemimpin daerah. 

Perubahan undang-undang terus bergulir dengan 
hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang makin memantapkan 
demokratisasi di Indonesia. Berdasarkan UU ini pemilihan 
kepala daerah tidak lagi dilaksanakan di parlemen, melainkan 


yang sah peserta Pemilu 7J uni 1999. UU No. 31/2002 mengikutsertakan 24 
partai politik dalam Pemilu 5 April 2004 dan menghasilkan 17 partai yang 
duduk di 550 kursi DPR dan UU No. 2/2008 tentang Partai Politik mengi- 
kutsertakan 38 partai politik dalam Pemilu April 2009 dan menghasilkan 9 
Parpol yang duduk 560 kursi DPR. 

5 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mendorong desen- 
tralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal (daerah) sehingga kapasitas 
lokalitas dan aktor-aktor masyarakat mempunyai peluang besar dalam me- 
nentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat langsung dan terutama 
dalam proses penentuan local leadership. Mekanisme voting di DPR-M PR 
dalam memilih presiden ditransfer ke tingkat daerah melalui DPRD dalam 
hal memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota- 
wakil walikota. 

6 Kekuasaan Orde Baru yang ditopang oleh UU No. 5/74 dan UU No. 5/1979 
“mencengkeram” sampai di tingkat desa di mana militer menjadi aktor 
utama kepemimpinan kepala daerah. Sejak 1970, 20 dari 26 gubernur 
adalah militer aktif, bahkan pada 1997, di penghujung kekuasaan Soeharto, 
14 dari 27 gubernur masih dari militer (dalam Nordholt dan Klinken, hlm. 
15). 
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dipilih langsung oleh seluruh anggota masyarakat yang telah 
memenuhi persyaratan UU.” Implementasi UU dalam hal pe- 
milihan kepala daerah secara langsung untuk pertama kali 
diselenggarakan dengan sukses pada J uni 2005 di 191 kabu- 
paten. Pada Pilkada langsung kedua tahun 2010 terdapat 244 
provinsi/kabupaten/kota yang menghasilkan konfigurasi aktor- 
aktor baru yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat lo- 
kal itu sendiri (lihat tabel Pelaksanaan Pemilukada 2005-2014). 


Tabel 1.1. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2005-2014 


No. Waktu Jumlah Kota | Kabupaten | Jumlah 
Pemilukada provinsi 

1. 2005 7 174 32 213 
2. 2006 Z 60 11 78 
3. 2007 6 23 12 41 

4.| 2008 dan 2009 12 107 35 154 
5. 2010 7 182 35 224 
6. 2011 5 71 11 87 
7. 2012 5 56 18 79 
8. 2013 14 103 33 148 
9. 2014 1 1 


Sumber: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, 2 Oktober 2014. 


Hasil dari sejumlah Pilkada menunjukkan, demokrasi 
langsung telah menutup ruang bagi kalangan militer aktif dan 


7 UU tentang Pemerintahan Daerah ini didasari oleh “suasana batin” di 
mana praktik demokrasi di parlemen menggunakan money politics dalam 
pemilihan kepala daerah. Untuk itu pemilihan langsung menjadi pilihan 
dengan harapan money politics semakin berkurang, karena melibatkan 
seluruh rakyat yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun setelah 
berjalan lebih dari 10 tahun, ternyata praktik money politics malah semakin 
membesar dan membuat harga demokrasi menjadi semakin mahal dan 
hanya mampu “dibeli” oleh kalangan “berada” dan memiliki jaringan 
dengan pemodal. 
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birokrat untuk menjadi kepala daerah. Mekanisme UU hanya 
mengakomodasi calon kepala daerah yang berasal dari atau 
direkomendasikan oleh partai-partai politik dan calon-calon 
perseorangan.8 Perbandingan mekanisme pemilihan dan kon- 
figurasi aktor kepala daerah pada zaman Orde Baru, Reformasi, 
dan pasca-Reformasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 


Tabel 1.2. Perbandingan Mekanisme Pemilihan dan Aktor Kepala 
Daerah Antar-Rezim 


Rezim Mekanisme Perubahan Latar Belakang 
Pemilihan Institusional Sosiologis Aktor 
Kepala Daerah 


Orde Fraksi-fraksi UU No. 5/1974 dan | ABRI aktif, Golkar, 

Baru di DPRD UU No. 5/1979 birokrat/PNS 

Reformasi | Setiap UU No. 22/1999 Eks-birokrat karier, 
anggota pengusaha, partai 
DPRD politik, eks-ABRI 

dan Polri. 
pasca- Langsung UU No. 32/2004 Petahana, klan 
Reformasi petahana, eks- 


birokrat, Parpol, 
pengusaha, tokoh 
masyarakat, 
independen 


8 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, peserta Pilkada adalah pasangan 
calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. UU 
ini kemudian diamandemen dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang 
menyatakan bahwa peserta Pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon 
perseorangan. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah 
Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada 
dalam UU Pemda tersebut. Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim 
Pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah 
dan wakil kepala daerah” atau “Pemilukada”. 
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Langsung UU No. 22 Tahun Dinasti politik 
2014 tentang menjadi sorotan 
Pemilihan Kepala 
Daerah 

UU No. 23 Tahun 
2014 tentang 
Pemda 


Perpu No. 1 - 
Tahun 2014 
tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati 
dan Walikota 


Serentak UU No. 8/2015 Sedang dalam 
Perubahan atas UU | tahapan, 9 

No. 1 Tahun 2015 Desember 2015 
tentang Penetapan 
Peraturan 
Pemerintah 
Pengganti UU 

No. 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati 
dan Walikota 
Menjadi UU 


Sumber: telah diolah kembali. 


Perkembangan selanjutnya, pada 9 Desember 205 di- 
rencanakan digelar Pemilukada serentak di 272 daerah. Dari 
jumlah tersebut, 204 daerah merupakan daerah yang masa 
jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2015, terdiri atas 
8 provinsi, 170 kabupaten, dan 6 kota. Adapun 68 daerah 
sisanya memiliki kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 
pada semester pertama 2016, terdiri atas 1 provinsi dan 67 
kabupaten/ kota. Perjalanan penyelenggaraan Pemilukada 
serentak ini pun diwarnai banyak liku-liku dan kendala. 
Di beberapa daerah, agenda ini sempat terancam gagal 
dilaksanakan tepat waktu karena hanya ada satu pasangan ca- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


17 Tahun Demokrasi Indonesia 7 


lon yang lolos verifikasi. Selain itu, terdapat 86 daerah yang 
hanya memiliki dua pasang calon. Daerah-daerah tersebut juga 
berpotensi hanya memiliki pasangan calon tunggal jika salah 
satu calonnya tidak lolos verifikasi (Kompas, 7 Agustus 2015). 
Menurut UU No. 8 Tahun 20135 tentang Pemilihan Guber- 
nur, Bupati, dan Walikota, apabila setelah dilakukan verifikasi, 
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
menjadi peserta Pemilukada kurang dari dua pasangan calon, 
maka KPU akan membuka kembali pendaftaran selama tiga 
hari. Akibat dari keharusan Pemilukada diikuti oleh dua pa- 
sangan calon atau lebih adalah terjadinya perubahan jadwal 
dalam tahapan Pemilukada di daerah yang hanya memiliki 
calon tunggal. Untuk mengatasi persoalan ini, pada September 
2015 MK mengeluarkan putusan yang memperbolehkan 
pelaksanaan Pemilukada dengan calon tunggal berdasarkan 
Putusan MK No. 100/ PUU-XII1/ 2015. Putusan ini merupakan 
buah dari permohonan uji materi terhadap beberapa pasal 
dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang diajukan oleh Effendi Gazali 
dan Yayan Sakti Suryandaru (Kompas, 29 September 2015). 
Pengalaman dan praktik-praktik demokrasi di era Refor- 
masi dan setelahnya, baik demokrasi parlemen maupun de- 
mokrasi langsung dalam konteks Pilkada/ Pemilukada, telah 
menimbulkan perubahan signifikan bila dibandingkan dengan 
praktik “demokrasi” di zaman Orde Baru. Pada era Orde Baru, 
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan ba- 
gian dari kontrol pusat yang dikooptasi oleh negara. Kebijakan 
“masa mengambang" disertai pengondisian uniformitas infra- 
struktur politik telah menjauhkan rakyat, Ormas, dan partai 
politik dari proses-proses politik dan demokrasi. Kesemuanya 
ini terorientasi pada pengimplementasian konsep “pemba- 
ngunan” yang bertujuan memperkuat sistem kekuasaan dalam 
pemerintahan yang serba birokratis (bureaucratic heavy) dan 
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